
 

 
 

Nomor : 087/PM.00.02/K.ST.04/11/2024 Buol, 22 November 2024 
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan   
 
Kepada Yth. 
Ketua KPU Kabupaten Buol 
Di – 
            Tempat 
 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 
Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam 
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota 
Dan Wakil Wali Kota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan 
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan 
Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman 
Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. 

 
B. Imbauan 

Sehubungan dengan Pengawasan tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, 
Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, dan 



 

dalam rangka pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan 
pencegahan pelanggaran pada Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan 
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil 
Walikota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. 
Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 
2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, 
dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil 
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. pada Pasal 35 
ayat (1) menyebutkan: 

 
(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam 

merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan 
 

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau kepada 
KPU Kabupaten Buol untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Memperhatikan tenggat waktu pendistribusian logistik sampai ke TPS harus 

diterima di TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; 
2. Memperhatikan mekanisme pendistribusian logistik Perlengkapan Pemungutan 

Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara 
Lainnya, dengan memperhatikan skala prioritas daerah pendistribusian logistik; 

3. Memperhatikan jenis angkutan yang digunakan untuk pendistribusian logistik 
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan 
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan 

4. Dalam proses pendistribusian logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan 
Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya agar 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 

 
Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan 
terima kasih. 

 
 

Plh. Ketua 
 

Ttd 
 

Ismajaya, S.Sos 
 

Tembusan Yth. 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu 
2. Arsip 

 
 

 


